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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 
Sejarah Singkat Perusahaan

Pada tahun 1969 Provinsi DT I Jawa Barat telah memiliki suatu badan yang menangani pembangunan di daerah yang disebut Badan Perencanaan Daerah (BAPEMDA). Badan ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 1969. Badan ini merupakan embrio dari pembangunan di daerah Jawa Barat.

Pada tahun 1972 Jawa Barat telah menyempurnakan Badan Pembangunan Daerah tersebut menjadi Badan Perencanaan Daerah yang disingkat BAPPEMDA untuk Daerah Tingkat I dan BAPPEMKA serta BAPPEMKO untuk Kabupaten dan Kotamadya. BAPPEMDA, BAPPEMKA, serta BAPPEMKO merupakan badan perencanaan yang pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal dan ditetapkan dengan surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 43 Tahun 1972. Setelah berjalan selama 2 tahun kedudukan Badan Perencanaan Daerah baru dikukuhkan dan diakui dengan surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 15 tahun 1974, walaupun baru sampai tingkat I, sedangkan Perencanaan Pembangunan di Daerah Tingkat II tersebut diakui secara rasional.

Beberapa tahun kemudian , dengan terbitnya Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980 maka lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I atau BAPPEDA Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau BAPPEDA Tingkat II.

Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tentang Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat. Peraturan tersebut jugalah yang akhirnya merubah dari BAPPEDA Tingkat I Jawa Barat (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Barat menjadi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat (Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat), yang dikepalai oleh Bapak Ir. H. Seti Hidayat sebagai Kepala BAPPEDA yang kelima. Setelah itu Kepala BAPPEDA diganti oleh Bapak Drs. H. Dudung Sumahdumin sebagai Kepala BAPPEDA yang keenam, kemudian pada bulan Februari 2002 Kepala BAPPEDA diganti lagi oleh Bapak Drs. H. Abdul Wachyan M.Si. sebagai Kepala BAPPEDA yang ketujuh. Lalu selanjutnya BAPPEDA dikepalai oleh Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA, sebagai Kepala BAPPEDA yang kedelapan sampai sekarang.

Visi BAPPEDA Jawa Barat

· BAPEDA sebagai Perencana Pembangunan yang Profesional, Amanah, dan Partisipatif 
Misi BAPPEDA Jawa Barat
· Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berlandaskan keahlian, kode etik, amanah, dan keberpihakan kepada masyarakat, serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

· Mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan memberikan mediasi perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah;

· Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi berdasarkan pedoman dan standar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kepada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;

· Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan data perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi secara Nasional;

· Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana yang berbasis kompetensi.
2.2 
Struktur Organisasi

Setiap organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, diperlukan adanya struktur organisasi yang disesuaikan dengan bidang usahanya, yang dituangkan dalam bentuk secara struktural. Struktur yang digunakan oleh BAPPEDA adalah birokrasi mesin,yaitu struktur organisasi yang berbentuk memanjang ke bawah(horizontal). Birokrasi mesin mempunyai tugas operasi rutin yang sangat tinggi, peraturan yang sangat diformalisasi, tugas yang dikelompokan ke dalam departemen-departemen funsional dan wewenang yang didesentralisasikan. Kekuatan dari struktur ini terletak pada kemampuannya untuk melakukan aktivitas yang distandarisasi dengan efisien. Adapun kelemahanya yaitu Jika timbul masalah yang tidak secara tepat sesuai dengan peraturan, tidak ada tempat untuk melakukan modifikasi. 
Struktur organisasi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat secara umum dapat digambarkan dalam bentuk bagan (Pada Gambar 2.1) sebagai berikut:
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Gambar 2.1
Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

Sumber : BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
2.3

Deskripsi Jabatan

Deskripsi jabatan di bagian Ekonomi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:
1. Kepala BAPPEDA

Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan

Rincian tugas Kepala BAPPEDA :

a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis badan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah

c. Menyelenggarakan perumusan perencanaan pembangunan

d. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, tahunan daerah dan rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah

e. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis operasional perencanaan pembangunan
2. Sekertariat

Sekertariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program internal Badan, pengelolaan urusan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan umum.

Rincian tugas sekertariat :

a. Menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program badan

b. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program sekertriat

c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan

d. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja

e. Menyelenggarakan administrasi belanja

f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian
3. Bidang Fisik

Bidang Fisik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah.

Rincian tugas Bidang Fisik :

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fisik

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengkoordinasian perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah

c. Menyelenggarakan penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek tata ruang, lingkungan hidup, dan infrastruktur wilayah

d. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fisik

e. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait

4. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan ekonomi meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi.

Rincian tugas Bidang Ekonomi :

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Ekonomi

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi

c. Menyelenggarakan koordinasi dan menyusun perencanaan ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi

d. Menyelenggarakan penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan inestasi
5. Bidang Sosial dan Budaya

Bidan sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, pendidikan, pemuda dan olahraga dan kebudayaan.

Rincian tugas Bidang Sosial dan Budaya :

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sosial dan Budaya

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, pendidikan, pemuda dan olahraga dan kebudayaan

6. Bidang Pendanaan Pembangunan

Bidang Pendanaan dan Pembangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi penyusunan rencana pembangunan Daerah di bidang pendanaan pembangunan Daerah.

7. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi

Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi penelitian, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

8. Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan aspek aparatur, politik, hukum, ketentraman dan keterlibatan, komunikasi dan informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan.

9. Unit Pelaksanaan Teknis Badan

Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dam/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan dapat dibentuk UPTB, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/kota.

2.4 

Aspek Kegiatan Perusahaan

Tugas Bappeda sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala BAPPEDA dalam hal ini Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Bappeda selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam semua aspek termasuk penerapan good governance dan clean goverment. Dalam lima tahun ke depan, Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu  mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang lingkup Bappeda.
Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian stratejik pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Bappeda akan terus dipacu mengingat produk perencanaan yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan ketrampilan sumber daya aparatur perencananya.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Bappeda dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin produk perencanaan dan hasil kajian stratejik pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan publik.
Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, menyatakan bahwa Bidang Perencanaan Pembangunan terdiri dari sub bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah dengan 3(tiga) sub-sub bidangnya. Adapun ketiga sub-sub bidang urusan perencanaan pembangunan tersebut adalah (1) Perumusan kebijakan; (2) Bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta (3) Monitoring dan evaluasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan ini memiliki tugas pokok :  melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan peyusunan serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BAPPEDA mempunyai fungsi:
1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
2. Penyelenggaraan kesekretariatan, penelitian/pengkajian, pengendalian dan evaluasi, fisik, ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan serta pendanaan pembangunan;
3. Penyelenggaraan  data dan informasi pembangunan serta mengkomunikasikan hasil-hasil  perencanaan pembangunan daerah untuk peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan; 
4. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan nasional serta Kabupaten/Kota;

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Jawa Barat memberikan pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta stakeholders (Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat), dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi serta kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi yang berdekatan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi.

